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Abstract. This study evaluates the implementation of Indonesia's Civil Service policy on the restructuring of 

honorary teachers through the Government Employees with Work Agreements scheme and its impact on honorary 

teachers in Cirebon. The study focuses on two psychosocial factors, namely work engagement and trust, because 

both factors shape the acceptance of public policies at the school level. A descriptive qualitative case study was 

conducted in 2025 through open and closed questionnaires and semi-structured interviews involving 

approximately 150 honorary teachers, civil servant teachers, and school principals from ten junior high schools 

in Cirebon. The data were analysed using content analysis and simple descriptive statistics. The findings show 

that trust in the policy and teacher engagement in the implementation process were the most dominant factors. 

Most respondents perceived the PPPK selection process as insufficiently transparent, while teachers who received 

information, guidance, and support showed stronger engagement. The study proposes the ASN-Engagement-Trust 

Framework as a conceptual model for strengthening teacher participation, transparent communication, and fair 

policy implementation in local education governance. 

 

Keywords: Education Policy; Engagement; Honorary Teachers; State Civil Apparatus; Trust. 

 

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan ASN terkait penataan guru honorer melalui skema 

PPPK serta dampaknya terhadap guru honorer di Cirebon. Fokus utama penelitian terletak pada engagement dan 

trust karena kedua faktor tersebut menentukan penerimaan kebijakan di tingkat sekolah. Penelitian menggunakan 

desain studi kasus kualitatif-deskriptif pada tahun 2025. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka dan tertutup 

serta wawancara semi-terstruktur terhadap sekitar 150 guru honorer, guru PNS, dan kepala sekolah dari sepuluh 

Sekolah Menengah Pertama di Cirebon. Data dianalisis dengan analisis konten dan statistik deskriptif sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kebijakan dan keterlibatan guru dalam proses 

implementasi menjadi faktor paling dominan. Sebagian besar responden menilai informasi seleksi PPPK belum 

cukup transparan, sedangkan guru yang memperoleh informasi, pendampingan, dan dukungan sekolah 

menunjukkan engagement kerja yang lebih kuat. Penelitian ini menawarkan ASN-Engagement-Trust Framework 

sebagai model konseptual untuk memperkuat partisipasi guru, komunikasi kebijakan yang transparan, dan 

pelaksanaan kebijakan kepegawaian pendidikan yang lebih adil di tingkat lokal. 

 

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Guru honorer; Kebijakan pendidikan; Kepercayaan; Keterlibatan. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kebijakan kepegawaian terbaru di Indonesia membawa perubahan besar bagi guru 

honorer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengarahkan 

penataan tenaga non-ASN dan memperkuat posisi PNS serta PPPK sebagai kategori utama 

aparatur negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 

2023). Skema PPPK paruh waktu kemudian hadir sebagai salah satu kebijakan transisi bagi 

tenaga non-ASN yang masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah (Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025). Dalam sektor pendidikan, 

kebijakan ini berhubungan langsung dengan guru honorer yang selama bertahun-tahun mengisi 

kebutuhan pembelajaran di sekolah. Karena itu, implementasi kebijakan ASN perlu dilihat 
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tidak hanya sebagai persoalan administrasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang 

memengaruhi rasa aman, motivasi, dan penerimaan guru terhadap perubahan status kerja. 

Guru honorer memiliki peran langsung dalam menjaga kesinambungan pembelajaran, 

terutama ketika kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi oleh ASN. Pengelolaan guru 

honorer pada jenjang pendidikan dasar masih menghadapi masalah kepastian status, distribusi 

tugas, dan perlindungan kerja (Sabon, 2022). Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi 

keterikatan kerja karena guru honorer tetap dituntut menjalankan tanggung jawab profesional 

di tengah risiko kerja yang belum stabil (Ramadhanty & Rozana, 2023). Di sisi lain, kebijakan 

PPPK memberi peluang peningkatan status dan kesejahteraan apabila proses seleksi berjalan 

jelas, adil, dan komunikatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan ASN bagi guru honorer 

tidak cukup dinilai dari perubahan regulasi, tetapi juga dari kualitas pengalaman guru selama 

proses implementasi. 

Kajian terdahulu lebih banyak membahas aspek hukum, status kepegawaian, dan 

kesejahteraan guru honorer. Perubahan regulasi ASN menciptakan pergeseran kedudukan 

hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah (Dionesius et al., 2025). PPPK paruh waktu 

juga dibahas sebagai kebijakan yang berdampak pada eksistensi guru honorer, terutama karena 

masih memunculkan ketidakpastian karier dan perlindungan kerja (Raihanuddin et al., 2025). 

Kajian lain menempatkan pengangkatan honorer menjadi ASN melalui PPPK sebagai 

kebijakan yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi tetap membutuhkan 

implementasi yang konsisten (Sitepu et al., 2025). Namun, penelitian yang menghubungkan 

implementasi kebijakan ASN dengan engagement dan trust guru honorer masih terbatas, 

khususnya dalam konteks Cirebon. 

Kesenjangan tersebut penting karena kebijakan publik tidak hanya diterima melalui 

aturan formal. Transparansi informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah ketika masyarakat memahami alasan, prosedur, dan konsekuensi kebijakan 

(Alessandro et al., 2021). Kepercayaan terhadap institusi publik juga dipengaruhi oleh 

kompetensi, integritas, keterbukaan, keadilan, dan responsivitas pemerintah (Brezzi et al., 

2021). Dalam lingkungan kebijakan yang kompleks, pemerintah perlu membangun 

kepercayaan melalui komunikasi yang jelas dan keterlibatan warga yang terdampak (OECD, 

2024). Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi 

kebijakan ASN dan dampaknya terhadap guru honorer di Cirebon dengan menempatkan 

engagement dan trust sebagai fokus analisis. 
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2. KAJIAN TEORITIS 

Kebijakan ASN dan Status Guru Honorer 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengatur Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari sistem kepegawaian nasional 

(Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja, 2018). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kemudian 

memperkuat penataan tenaga non-ASN dan mendorong sistem kepegawaian yang lebih 

terstruktur (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023). 

Kebijakan PPPK paruh waktu menjadi instrumen lanjutan untuk mengakomodasi tenaga non-

ASN yang masih diperlukan, termasuk guru honorer (Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025). Dalam perspektif implementasi kebijakan, perubahan 

aturan seperti ini dapat menimbulkan ambiguitas ketika tujuan kebijakan belum diikuti oleh 

mekanisme teknis yang jelas di tingkat pelaksana (Matland, 1995). Karena itu, evaluasi 

kebijakan ASN perlu memperhatikan hubungan antara desain regulasi, kapasitas pelaksana, 

dan pengalaman kelompok sasaran. 

Dalam konteks guru honorer, implementasi PPPK tidak hanya menyangkut perubahan 

status administratif. Job insecurity pada tenaga kependidikan honorer dapat menurunkan 

keterikatan kerja ketika individu merasa masa depan pekerjaannya tidak pasti (Ramadhanty & 

Rozana, 2023). Persoalan pengelolaan guru honorer juga terkait dengan kebutuhan sekolah, 

ketersediaan formasi, dan perlindungan terhadap hak kerja (Sabon, 2022). Di tingkat daerah, 

kedudukan hukum tenaga honorer sering membutuhkan respons kebijakan yang bijaksana 

karena sekolah masih membutuhkan kontribusi mereka dalam layanan pendidikan (Dionesius 

et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan ASN harus dibaca sebagai proses implementasi yang 

menyentuh aspek hukum, organisasi, dan psikososial guru honorer. 

Engagement dalam Pekerjaan Guru 

Konsep engagement merujuk pada keterlibatan fisik, kognitif, dan emosional seseorang 

dalam peran kerjanya (Kahn, 1990). Dalam pengembangan berikutnya, work engagement 

dipahami sebagai kondisi positif yang ditandai oleh vigor, dedication, dan absorption 

(Schaufeli et al., 2002). Pada profesi guru, engagement membantu menjelaskan mengapa guru 

tetap menjalankan tugas dengan energi dan komitmen meskipun menghadapi beban kerja serta 

tekanan organisasi. Emotion regulation dan kesejahteraan psikologis juga berhubungan dengan 

keterlibatan kerja guru, terutama ketika guru menghadapi tuntutan pekerjaan yang tinggi 

(Greenier et al., 2021). Kerangka ini relevan untuk memahami guru honorer yang tetap 

mengajar dalam situasi transisi kebijakan ASN. 
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Kajian terbaru tentang guru menunjukkan bahwa engagement tidak berdiri sendiri. 

Engagement guru dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, dukungan organisasi, kepemimpinan, dan 

kondisi psikologis (Halawa et al., 2023). Peran kepala sekolah dapat memperkuat work 

engagement guru melalui dukungan, komunikasi, dan pengelolaan lingkungan kerja yang 

kondusif (Maya & Mahmudah, 2023). Work engagement juga berhubungan dengan kinerja 

guru dalam konteks madrasah dan sekolah (Mulyani & Kartadiharja, 2023). Selain itu, job 

resources dan job demands memengaruhi hubungan antara engagement dan kinerja individual 

guru (Korsakiene et al., 2024). Oleh sebab itu, keterlibatan guru honorer dalam sosialisasi, 

pelatihan, dan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam penerimaan kebijakan 

ASN. 

Trust dalam Implementasi Kebijakan Publik 

Trust dalam kebijakan publik merujuk pada keyakinan bahwa lembaga pemerintah 

memiliki kompetensi, integritas, dan niat baik dalam menjalankan kewenangan. Trust terhadap 

organisasi pemerintah dapat diukur melalui dimensi kemampuan, kebajikan, dan integritas 

institusi (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017). Dalam implementasi kebijakan, trust menjadi 

dasar legitimasi karena kelompok sasaran menilai apakah kebijakan dijalankan secara adil dan 

dapat diandalkan. Transparansi informasi dapat memperkuat trust ketika warga melihat proses 

kebijakan sebagai proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Alessandro et al., 

2021). Dengan demikian, trust menjadi variabel penting untuk mengevaluasi kebijakan ASN 

yang berdampak langsung pada guru honorer. 

Kepercayaan menjadi penting karena guru honorer merupakan pihak yang paling 

langsung terkena dampak kebijakan. Ketika informasi tidak jelas, rumor dan persepsi 

ketidakadilan mudah berkembang. Kerangka OECD menempatkan responsivitas, reliabilitas, 

integritas, keterbukaan, dan keadilan sebagai pendorong utama trust pada institusi publik 

(Brezzi et al., 2021). Hasil survei OECD terbaru juga menunjukkan bahwa kompleksitas 

kebijakan menuntut pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan bukti kinerja agar 

kepercayaan publik tidak menurun (OECD, 2024). Penggunaan informasi digital dan media 

pemerintah dapat membantu membangun trust apabila informasi yang disampaikan konsisten, 

mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan warga (Porumbescu, 2016). Dalam konteks 

Cirebon, trust guru honorer terhadap seleksi PPPK sangat bergantung pada kejelasan kuota, 

kriteria, tahapan, dan saluran pengaduan. 



 
 

e-ISSN: 2964-8629, dan p-ISSN: 2964-8548, Hal. 330-339 

334  |  Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa VOLUME X, NO. X, BULAN 20XX 

ASN-Engagement-Trust Framework 

Penelitian ini menggunakan ASN-Engagement-Trust Framework sebagai kerangka 

konseptual. Kerangka ini memandang kebijakan ASN sebagai input regulatif yang dijalankan 

melalui mekanisme komunikasi, seleksi, pelatihan, pendampingan, dan partisipasi. Mekanisme 

implementasi tersebut dapat menghasilkan penerimaan atau penolakan ketika tingkat 

ambiguitas dan konflik kebijakan tidak dikelola secara tepat (Matland, 1995). Engagement 

ditempatkan sebagai respons psikologis guru terhadap kualitas pelibatan dan dukungan selama 

kebijakan berlangsung. Trust ditempatkan sebagai evaluasi guru terhadap keadilan, 

transparansi, dan reliabilitas pelaksana kebijakan. 

Kerangka ini juga menempatkan kepala sekolah dan dinas pendidikan sebagai aktor 

penghubung antara kebijakan pusat dan pengalaman guru di sekolah. Persepsi pegawai 

terhadap praktik sumber daya manusia di sekolah berkaitan dengan work engagement dan 

kinerja kerja (Van Beurden et al., 2025). Hubungan timbal balik antara job resources dan work 

engagement pada guru juga menunjukkan bahwa dukungan organisasi dapat memperkuat 

keterlibatan secara berkelanjutan (Uslukaya & Zincirli, 2025). Dengan demikian, ASN-

Engagement-Trust Framework menilai keberhasilan kebijakan melalui tiga lapis hubungan, 

yaitu desain regulasi, pengalaman implementasi, dan respons psikososial guru honorer. 

Kerangka ini dipakai untuk membaca hasil penelitian dan merumuskan rekomendasi kebijakan 

yang lebih adil bagi guru honorer di Cirebon. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus 

di Kabupaten dan Kota Cirebon. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami 

persepsi, pengalaman, dan penilaian aktor sekolah terhadap implementasi kebijakan ASN dan 

PPPK. Penelitian dilakukan pada tahun 2025 dengan melibatkan guru honorer, guru PNS, dan 

kepala sekolah dari sepuluh Sekolah Menengah Pertama. Pemilihan responden dilakukan 

secara purposive karena penelitian membutuhkan partisipan yang memahami dinamika guru 

honorer dan proses kebijakan di sekolah. 

Jumlah partisipan sekitar 150 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka dan 

tertutup serta wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan kuesioner dan wawancara diarahkan 

pada lima aspek, yaitu kepercayaan terhadap kebijakan, keterlibatan guru dalam proses, 

kejelasan informasi dan komunikasi, dukungan pelatihan dan pendampingan, serta jaminan 

kesejahteraan. Instrumen juga memuat pertanyaan tentang persepsi transparansi seleksi PPPK, 

akses informasi, dukungan sekolah, ruang aspirasi, dan harapan karier guru honorer. 
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Data dianalisis melalui analisis konten dan statistik deskriptif sederhana. Jawaban 

terbuka dikodekan berdasarkan tema yang muncul, sedangkan jawaban tertutup dihitung dalam 

bentuk persentase untuk melihat kecenderungan umum. Skor dominansi faktor diperoleh dari 

frekuensi kemunculan tema penting dan penilaian responden terhadap indikator kebijakan. 

Tahap analisis dilakukan dengan membaca data, mengelompokkan tema, membandingkan 

kecenderungan antarkelompok responden, dan menafsirkan hasil berdasarkan teori 

engagement, trust, serta implementasi kebijakan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil survei dan analisis kualitatif menunjukkan bahwa trust dan engagement menjadi 

faktor paling dominan dalam penerimaan kebijakan ASN dan PPPK oleh guru honorer di 

Cirebon. Sebanyak 88% responden menyatakan bahwa informasi seleksi PPPK belum cukup 

transparan, sedangkan 12% responden menyatakan yakin bahwa proses seleksi berjalan adil. 

Pada aspek engagement, 72% guru honorer merasa belum dilibatkan secara memadai dalam 

sosialisasi atau persiapan PPPK, sedangkan 28% responden merasa memperoleh dukungan 

aktif dari sekolah atau dinas pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan 

kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh pengalaman komunikasi dan 

keterlibatan selama proses implementasi. 

Faktor lain yang sering muncul ialah kejelasan informasi, dukungan pelatihan, dan 

jaminan kesejahteraan. Sebanyak 80% responden menilai kejelasan informasi sebagai 

kebutuhan penting, 76% responden menilai pelatihan dan pendampingan sebagai dukungan 

yang perlu diperkuat, dan 72% responden menilai jaminan kesejahteraan sebagai bagian 

penting dari penerimaan kebijakan. Data tersebut memperlihatkan bahwa trust dan engagement 

berinteraksi dengan faktor teknis. Guru sulit percaya pada kebijakan ketika informasi tidak 

jelas, dan guru sulit terlibat secara positif ketika tidak memperoleh dukungan praktis. 

Tabel 1. Skor Dominansi Faktor Implementasi Kebijakan ASN. 

No. Faktor Skor dominan (%) 

1 Kepercayaan terhadap kebijakan 90 

2 Keterlibatan guru dalam proses 86 

3 Kejelasan informasi dan komunikasi 80 

4 Dukungan pelatihan dan pendampingan 76 

5 Jaminan kesejahteraan atau insentif 72 

Sumber: Data primer diolah, 2025. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kebijakan memperoleh skor 

dominansi tertinggi. Guru honorer menyampaikan kekhawatiran tentang objektivitas seleksi, 
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keterbatasan informasi kuota, dan ketidakjelasan kontrak kerja. Kondisi ini menurunkan 

keyakinan mereka bahwa kebijakan akan melindungi hak dan masa depan kariernya. Temuan 

ini sejalan dengan kajian tentang perubahan kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur 

pemerintahan daerah (Dionesius et al., 2025). 

Engagement menempati posisi kedua dengan skor 86%. Guru yang mengikuti 

sosialisasi, memperoleh panduan, atau mendapat dukungan kepala sekolah cenderung 

menunjukkan respons yang lebih positif terhadap kebijakan. Mereka tetap menjalankan tugas 

mengajar dengan dedikasi tinggi dan memandang PPPK sebagai peluang pengakuan 

profesional. Pola ini mendukung kajian bahwa engagement guru dipengaruhi oleh dukungan 

organisasi dan kondisi psikologis kerja (Halawa et al., 2023). 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan ASN perlu 

dilihat sebagai proses sosial, bukan hanya proses administratif. Regulasi dapat memberi 

kepastian normatif, tetapi guru honorer menilai kebijakan melalui pengalaman konkret di 

sekolah. Ketika guru tidak mendapat informasi yang cukup, tidak memahami mekanisme 

seleksi, dan tidak memiliki saluran aspirasi, trust melemah. Sebaliknya, keterbukaan informasi 

dan dukungan kepala sekolah dapat memperkuat engagement karena guru merasa diakui 

sebagai bagian dari proses kebijakan. Temuan Cirebon sejalan dengan Raihanuddin et al. 

(2025) yang menyatakan bahwa PPPK paruh waktu perlu disertai perbaikan menyeluruh agar 

tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Sitepu et al. (2025) juga menunjukkan bahwa 

pengangkatan honorer menjadi ASN melalui PPPK menghadapi tantangan tata kelola. Dalam 

studi ini, tantangan tersebut muncul pada tingkat sekolah melalui persepsi rendahnya 

transparansi dan minimnya partisipasi. Dengan kata lain, kebijakan yang sama dapat 

menghasilkan penerimaan berbeda jika mekanisme lokalnya berbeda. 

Trust menjadi faktor kunci karena guru honorer tidak hanya menunggu status, tetapi 

juga menilai apakah proses kebijakan adil. Grimmelikhuijsen & Knies (2017) menekankan 

bahwa trust pada organisasi pemerintah mencakup kompetensi, integritas, dan kebajikan. 

Dalam konteks penelitian ini, kompetensi tampak pada kemampuan pemerintah dan sekolah 

memberi informasi yang benar, integritas tampak pada seleksi yang terbuka, dan kebajikan 

tampak pada perhatian terhadap kesejahteraan guru. Jika salah satu dimensi ini lemah, 

kepercayaan guru terhadap kebijakan akan ikut menurun. Engagement juga menentukan 

bagaimana guru bertahan dalam masa transisi. Kahn (1990) menjelaskan bahwa engagement 

muncul ketika seseorang dapat hadir secara psikologis dalam pekerjaannya. Guru honorer yang 

merasa dihargai dan dilibatkan lebih mudah mempertahankan energi kerja, meskipun statusnya 
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belum sepenuhnya pasti. Korsakiene et al. (2024) menunjukkan bahwa sumber daya kerja 

berperan dalam hubungan antara engagement dan kinerja guru. Karena itu, pelatihan, 

pendampingan, dan komunikasi kebijakan perlu dipahami sebagai sumber daya kerja yang 

dapat menjaga komitmen guru honorer. ASN-Engagement-Trust Framework yang diajukan 

dalam penelitian ini menempatkan komunikasi kebijakan, partisipasi guru, dan dukungan 

sekolah sebagai mekanisme penghubung antara regulasi ASN dan penerimaan guru honorer. 

Kerangka ini berbeda dari kajian yang hanya menekankan status hukum atau kesejahteraan. 

Model ini menunjukkan bahwa kebijakan ASN akan lebih efektif jika pemerintah daerah dan 

sekolah memperkuat dua jalur sekaligus, yaitu meningkatkan engagement melalui pelibatan 

aktif dan meningkatkan trust melalui transparansi. Dengan cara ini, kebijakan kepegawaian 

dapat mendukung mutu pendidikan secara lebih adil dan kontekstual. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan ASN dan PPPK 

berdampak langsung terhadap guru honorer di Cirebon, terutama melalui perubahan persepsi 

terhadap kepastian karier, keadilan seleksi, dan dukungan sekolah. Trust dan engagement 

terbukti menjadi dua faktor dominan yang menentukan penerimaan kebijakan. Rendahnya 

transparansi informasi melemahkan kepercayaan guru, sedangkan pelibatan dalam sosialisasi, 

pelatihan, dan pendampingan memperkuat keterlibatan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan penataan guru honorer tidak cukup ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh 

kualitas komunikasi dan partisipasi di tingkat lokal. Secara praktis, pemerintah pusat dan 

daerah perlu memperjelas kuota, kriteria seleksi, tahapan pelaksanaan, serta status kontrak 

PPPK agar guru honorer memperoleh informasi yang konsisten. Sekolah dan dinas pendidikan 

juga perlu menyediakan workshop persiapan, forum aspirasi, dan pendampingan teknis bagi 

guru honorer. Kepala sekolah perlu berperan sebagai penghubung kebijakan dengan 

pengalaman guru di sekolah. Dengan strategi tersebut, guru honorer dapat diposisikan sebagai 

subjek aktif dalam kebijakan, bukan hanya sebagai objek penataan administrasi. Penelitian ini 

memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kasus di Cirebon dan mengandalkan data 

persepsi responden. Hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas tanpa pengujian di daerah 

lain. Penelitian berikutnya dapat menguji ASN-Engagement-Trust Framework secara 

kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dan membandingkan beberapa daerah. Penelitian 

lanjutan juga dapat menambahkan variabel kepemimpinan kepala sekolah, job insecurity, dan 

dukungan organisasi untuk menjelaskan penerimaan kebijakan secara lebih komprehensif. 
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